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A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitianpada perkara perdata No.125/Pdt/2010/PN

Sleman maka dapat diambil kesimpulan :

1. Akta otentik yang dibuat oleh pejabat Notarisberdasarkan ketentuan
yuridis akta otentiknya tidak memiliki kekuatan pembuktiansempurna dan
mengikat bagi hakim di persidangan dan para pihak, Dikatakan tidak
memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ini
dikarenakanperbuatan hukum berupa perikatan yang dituangkan kedalam
bentuk akta otentiksecara tertulis tidak sesuai dengan peraturanyang diatur
didalam undang-undang mengenai perikatan sebagaimana yang diatur di

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pada perkara perdata No. 125/Pdt/2010/PN.SLEMAN. Akta otentik yang
dibuat oleh Notaris dinyatakan tidak sah yang konsekuensinya akta

otentiknya dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

2. Pertimbangan dalil-dalil hakim di Pengadilan Negeri Sleman ini dapat
membatalkan akta otentiknya adalah karena perikatannya ditemukan
adanya kecacatan yuridis pada kekuatan pembuktianya luar, kekuatan
pembuktian formil dan materiil, salah satunya ada ketidak sesuaian
perbuatan hukumnya dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian yang menyebabkan akta otentik
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dari perikatanya sendiri menjadi cacat, sehingga perikatanya dapat
dinyatakan tidak sah, dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum.
B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian maka dapat disarankan :

1. Para pihak yang melakukan suatu perbuatan hukum yang dituangkan
kedalam akta otentik untuk lebih teliti dan berhati-hati terhadap isi dan
pokok dari akta otentik itu sendiri.

2. Para pihak lebih berhati-hati dalam memberikan kewenangan atau
kuasa terhadap orang lain untuk melakukan suatu perbuatan hukum,
karena dapat menyebabkan kerugian apabila orang yang diberi kuasa
melakukan penyimpangan.

3. Kepada pejabat Notaris untuk lebih menjunjung tinggi etika profesi
sebagai pejabat Notaris yang dianggap sebagai pejabat yang
berwenang untuk membuat akta otentik yang merupakan dasar suatu
perikatan atau perbuatan hukum yang sah.

4. Kepada Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) untuk lebih cermat dan
teliti sebelum menerbitkan suatu akta otentik berupa sartifikat hak
milik atas tanah, dengan melihat dasar-dasar perikatan dan perbuatan

hukum sebelumnya.
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